
ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 11OPINISABTU WAGE, 19 OKTOBER 2024

( 15 BAKDAMULUD 1958 )

KEMBALI kita dikejutkan dengan

kasus predator seksual terhadap anak.

Lebih disayangkan lagi bahwa pelaku-

nya adalah seorang tenaga pendidik di

DIY. Memang pelaku kejahatan seksu-

al seringkali merupakan orang ter-

dekat. Sampai sejauh ini sudah ada 22

korban di mana 9 di antaranya masih

di bawah umur. Para korban selama

ini tidak pernah bercerita kepada

orangtua tentang kekerasan seksual

yang didapatkan. Kasus ini terbongkar

karena salah satu orangtua mendapati

rekaman video perbuatan tersangka

terhadap anaknya. 

Pentingya Pendidikan Seksual

Kejadian ini menunjukkan kepada

kita bagaimana pendidikan seksual ini

sangat penting bagi anak. Mungkin ba-

gi sebagian besar orangtua pendidikan

seksual bagi anak masih terlihat tabu..

Banyak orangtua merasa ragu atau

khawatir bahwa pendidikan seksual di

usia muda akan mendorong anak-anak

untuk berpikir atau bertindak tidak

sesuai dengan usia mereka. Namun,

dari perspektif psikologi perkembang-

an, pendidikan seksual sejak dini jus-

tru memainkan peran penting dalam

membentuk pemahaman yang sehat

dan bertanggung jawab terhadap

tubuh, hubungan, dan seksualitas.

Dari sudut pandang psikologi per-

kembangan, anak-anak sedang ber-

ada pada tahap eksplorasi dan pem-

bentukan pemahaman tentang diri

mereka. Pada usia ini, mereka mulai

mengenal bagian tubuh dan fungsi-

nya, serta belajar memahami batasan.

Teori Attachment Theory yang dikem-

bangkan oleh John Bowlby menekan-

kan bahwa hubungan aman dan ter-

buka antara anak dan orangtua dapat

mendukung perkembangan emosional

yang sehat. Dengan demikian, pen-

didikan seksual yang diberikan dalam

lingkungan yang suportif dan penuh

kasih sayang memungkinkan anak

untuk mengenal tubuh mereka dan

memahami batasan pribadi, belajar

konsep “sentuhan baik” dan “sentuhan

buruk” untuk melindungi diri dari

pelecehan seksual.

Pendidikan seksual ini bukan ten-

tang aktivitas seksual, melainkan ten-

tang memberikan pengetahuan yang

tepat sesuai usia untuk membantu

anak memahami batasan tubuh,

otonomi, dan menghormati diri sendiri

serta orang lain. Tanpa pendidikan

yang tepat, anak-anak bisa menjadi

lebih rentan terhadap pelecehan sek-

sual karena mereka tidak memiliki

pemahaman yang cukup tentang apa

yang dianggap normal atau tidak.

Pendidikan seksual sejak dini telah

terbukti mengurangi risiko pelecehan

dan kekerasan seksual. Dalam per-

spektif Adverse Childhood Experiences

(ACE), anak-anak yang mendapatkan

informasi yang jelas dan jujur tentang

seksualitas serta batasan tubuh me-

miliki perlindungan yang lebih baik

dari predator seksual. Dengan menge-

tahui hak mereka atas tubuh mereka

sendiri, anak-anak akan lebih berani

berbicara jika mereka menghadapi

situasi yang tidak nyaman atau berba-

haya.

Anak-anak yang memahami

batasan tubuh juga lebih mungkin

melaporkan tindakan yang tidak

sesuai, baik kepada orangtua

maupun pihak berwenang.

Hal ini penting untuk mence-

gah fenomena ìgunung esî di

mana banyak kasus pelece-

han tidak terungkap karena

korban tidak menyadari bah-

wa mereka telah dilecehkan. 

Seperti pada kasus kali ini,

pelaku malah memberikan

doktrin pada anak bahwa hu-

bungan sesama jenis meru-

pakan perilaku yang wajar.

Para korban yang menerima

doktrin tersebut kemudian

menganggap perbuatan ter-

sangka kepada dirinya

adalah hal yang normal.

Sehingga kemungkinan dari

banyaknya korban yang ada,

tidak ada satupun yang ke-

mudian menceritakan ke

orangtuanya. 

Perlunya Pendampingan Korban

Pendampingan psikologis diper-

lukan bagi korban kejahatan seksual

untuk memulihkan diri dari trauma

yang mereka alami. Trauma ini,

terutama jika terjadi pada anak-anak,

dapat mempengaruhi cara mereka

memandang diri sendiri, dunia di seki-

tar mereka, dan hubungan interper-

sonal. Berdasarkan teori trauma yang

dikembangkan oleh Judith Herman,

trauma kekerasan seksual menempat-

kan korban dalam situasi kehilangan

kontrol dan rasa aman, serta mening-

galkan luka psikologis yang men-

dalam.

Pendampingan bagi korban keja-

hatan seksual harus bertujuan untuk

membangun kembali rasa aman.

Dukungan emosional dari konselor,

terapis, dan komunitas dapat mem-

bantu korban merasa didukung dan ti-

dak sendirian. Lingkungan yang

aman dan penuh kasih sayang

memainkan peran penting dalam pro-

ses pemulihan, terutama bagi anak-

anak yang masih dalam tahap per-

kembangan psikologis.  ❑-d

*) Panggih Priyo Subagyo,

Mahasiswa Magister Psikologi Sosial

UGM.

Menyambut Pelantikan Prabowo-Gibran

Panggih Priyo Subagyo

Hari Minggu besok dijadwalkan

pelantikan Presiden dan Wakil

Presiden RI 2024-2029.

-- Semoga lancar aman.

***

Menteri Pertanian Andi Amran men-

copot dua pejabat yang minta komisi

proyek.

-- Copot dan pecat!

***

Taman Budaya Yogyakarta kembali

menggelar Parade Teater Linimasa.

-- Layak ditonton.

Urgensi Pendidikan Seksual Sejak Dini

JIKA tidak ada aral melintang, be-

sok Minggu 20 Oktober 2024 di depan

sidang Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) Republik Indonesia,

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Prabowo Subianto-Gibran Raka-

buming Raka akan dilantik menjadi

Presiden dan Wakil Presiden periode

2024-2029. Tentu kita bersyukur bah-

wa proses transisi kekuasaan dari

Presiden dan Wakil Presiden Joko

Widodo-Maíruf Amin  kepada Pra-

bowo-Gibran berlangsung dengan

damai.

Dengan dilantiknya

Prabowo-Gibran tentu agenda

terdekat yang harus segera di-

tuntaskan adalah membentuk

kabinet yang benar-benar ahli

dan profesional. Prabowo su-

dah menyiapkan para calon

menteri dan wakil menteri

lebih kurang 104 tokoh yang

dipanggil ke kediaman

Prabowo di Kertanegara.

Tentu jika 104 orang itu

akhirnya menjadi menteri dan

wakil menteri kabinet yang

akan dibentuk adalah kabinet

supergemuk, karena men-

gadopsi hampir semua partai

politik pendukung.

Mampukah Prabowo-

Gibran menyusun kabinet za-

ken alias profesional tanpa da-

gang sapi? Yang diperlukan

saat ini adalah kabinet yang

langsung bekerja. Apalagi pa-

sangan ini mengusung jargon

melanjutkan kepemimpinan Jokowi

sehingga tidak terlalu lama berkonsol-

idasi. Keinginan mengadopsi banyak

orang dalam kabinet pasti melahirkan

kabinet gemuk nan yang kurang linc-

ah. Semakin banyak meja rantai

birokrasi akan lebih panjang.  

Setelah menang Pilpres Prabowo-

Gibran tampaknya memang dilematis

dalam menyusun kabinetnya. Di satu

sisi banyak pekerjan rumah yang

segera perlu diselesaikan, seperti pem-

bangunan Ibu Kota Negara, realisasi

makan siang bergizi gratis dan penun-

tasan pembangunan infrastruktur,

yang pastinya membutuhkan anggar-

an tidak sedikit. Di pihak lain, harus

memperhatikan keinginan dari partai-

partai pengusung untuk menduduk-

kan orang-orangnya dalam kabinet.

Memang ada keuntungan banyak

mengadopsi kehendak partai-partai

koalisi dengan memberinya kursi

menteri. Ini membuat kabinet lebih

stabil karena tidak direcoki DPR. Di

saat yang sama tidak ada kontrol dari

DPR sehingga pemerintah leluasa ber-

gerak. Koalisi dengan motif kekua-

saan mengakomodasi partai-partai di-

pastikan melahirkan koalisi rapuh

ketika kepentingan setiap partai tidak

terakomodasi.

Rapuhnya pemerintahan di era per-

lementer tahun 1950-an karena koal-

isi pragmatis tidak melahirkan du-

kungan bulat baik di parlemen

maupun kabinet. Sistem multipartai

mengandaikan adanya koalisi yang

kuat. Koalisi yang kuat hanya terben-

tuk ketika setiap elite parpol berani

menanggalkan kepentingan kelompok

dan partainya demi kepentingan

bangsa dan negara.

Keberadaan DPR tetap penting.

Betapapun ada banyak keputusan

politik seperti pengesahan undang-un-

dang dan anggaran yang membu-

tuhkan persetujuan DPR. Namun di

saat yang sama permasalahan yang

kompleks baik sosial, politik, hukum

dan ekonomi membutuhkan kabinet

ahli (zaken kabinet). Kalau semangat-

nya hanya bagi-bagi kursi bagi partai

bahkan organisasi relawan pun keba-

gian, kepentingan  bangsa pasti ter-

abaikan.

Jikapun berlatar belakang parpol

tetap harus seorang ahli. Pengalaman

dengan kabinet transaksional berisi

elite partai minus kompetensi membu-

at kinerja kabinet tidak maksimal.

Sejarah politik Indonesia kabinet ahli

hanya berjalan dari hasil Pemilu 1972,

1977, 1982, 1987 dan 1992 ketika

Golkar yang menjadi penopang utama

kekuasaan Soeharto selalu menang di

atas 70 persen.

Memang tidak mudah bagi

Prabowo-Gibran menyusun

kabinet yang benar-benar profe-

sional. Jalan tengahnya

Prabowo-Gibran harus membu-

at prioritas. Misalnya mem-

berikan kursi menteri 40 persen

kepada partai pendukung/pen-

gusung dan 60 persen terdiri

dari orang-orang profesional.

Kalau tidak hanya akan menja-

di ìkabinet arisanî berisi

kumpulan orang namun tidak

bisa bekerja. Aproval rate

Prabowo di kisaran 83 persen

menurut survei Poltracking

hendaknya menjadi modal bagi

Prabowo untuk tidak ter-

sandera partai politik.  

Sekalipun ada 16 menteri

Jokowi yang diperkirakan ma-

suk kabinet Prabowo-Gibran ti-

dak ada jaminan akan berjalan

mulus karena beda komando.

Inilah risiko sistem multipartai

yang tidak menghasilkan peme-

nang mutlak dalam pemilu sehingga

kita sulit menyaksikan menteri yang

benar-benar ahli dalam memecahkan

persoalan bangsa. Bahkan sangat

mungkin Prabowo-Gibran tersandera

oleh kepentingan parpol yang tidak

terakomodasi di pemerintahan. ❑-d

*) Paulus Mujiran, Pengamat

Politik, tinggal di Semarang. 

Paulus MujiranGuru Honorer dan PPPK
MAHKAMAH Konstitusi (MK)

menilai para guru honorer harus

diprioritaskan menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK). Namun untuk

menjadi PPPK, guru honorer

harus memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan perun-

dang-undangan. MK menilai per-

spektif yang harus dibangun

adalah memprioritaskan guru ho-

norer untuk menjadi PPPK.

Hakim konstitusi, Daniel

Yusmic Pancastaki Foekh meng-

ungkapkan hal itu ketika memba-

cakan pertimbangan Putusan MK

Nomor 119/PUU-XXII/2024 di

Jakarta, Rabu (16/10) lalu.

Pertimbangan Putusan MK terse-

but berkaitan gugatan yang diaju-

kan guru honorer salah satu

sekolah swasta di Jakarta terkait

Pasal 66 Undang Undang Nomor

20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (UU ASN). 

Dalam permohonan tersebut,

pemohon minta agar norma yang

pada intinya meniadakan tenaga

kerja honorer per Januari 2025

melalui penataan ulang tenaga

non-ASN itu ditunda keber-

lakuannya hingga seluruh tenaga

kerja honorer yang sudah bekerja

sebelum UU itu diundangkan di-

angkat menjadi ASN, baik itu

PPPK maupun PNS.

Mahkamah Konsitusi mengaku

dapat memahami dampak dari

Pasal 66 UU ASN itu, seperti guru

honorer yang kehilangan peker-

jaan dan kesempatan mengem-

bangkan karier sebagai guru. MK

berharap agar penataan guru ho-

norer menerapkan prinsip-prinsip

keterbukaan sehingga proses

rekrutmen berjalan secara adil,

transparan, partisipatif, dan

akuntabel.

Kenyataan selama ini memang

menunjukkan, banyak guru hono-

rer tidak lolos seleksi PPPK, de-

ngan berbagai alasan. Padahal

mereka sudah lama mengabdi

sebagai guru honorer, karena se-

belumnya banyak sekolah me-

ngeluh kekurangan tenaga guru.

Ketika ada kesempatan menjadi

PPPK, ternyata banyak di antara

mereka yang gagal.

Berkenaan dengan pegawai

honorer yang tidak masuk ke da-

lam database tetapi secara faktu-

al telah memenuhi persyaratan

waktu mengabdi harus dilindungi

haknya dan tetap diproses untuk

menjadi PPPK sesuai dengan

tenggang waktu. MK juga menya-

takan bahwa rekrutmen ASN di-

dasarkan pada profesionalisme.

Selain itu, rekrutmen ASN ditu-

jukan untuk pelamar secara

umum dan bukan hanya tenaga

kerja honorer. MK menganggap

tenaga kerja honorer tetap berke-

sempatan ikut rekrutmen ASN,

selama memenuhi kualifikasi dan

azas profesionalitas.

MK menegaskan, lembaga

atau unit kerja tempat guru hono-

rer bernaung harus proaktif agar

guru honorer terdaftar dalam

database, yakni database BKN,

Dapodik, dan NUPTK. Selain itu

juga harus mengusulkan kebu-

tuhan formasi dan kualifikasi.

Dengan demikian akan terbuka

kesempatan bagi guru honorer

untuk meningkatkan statusnya

menjadi ASN atau PPPK.

Nasib guru honorer memang ti-

dak sebaik pengabdian mereka

dalam mencerdaskan gererasi

bangsa. Melihat kondisi tersebut,

mungkin dalam pemerintahan

mendatang perlu kebijakan

khusus untuk memenuhi kebu-

tuhan tenaga pendidik dan tena-

ga kependidikan. Selain peneri-

maan CASN juga, pemerintah

perlu membuka seleksi khusus

PPPK untuk guru honorer dan

tenaga honorer sekolah. Tentu

saja guru honor dan tenaga ho-

norer dimaksud juga benar-benar

memenuhi kualifikasi dan profe-

sionalitas.

Tampaknya pemerintahan

Prabowo Subianto lima tahun

mendatang benar-benar akan

memperhatikan pendidikan,

khususnya Pendidikan Dasar dan

Menengah, dengan membentuk

kementerian tersendiri. Semoga

ini juga menjadi harapak baru ba-

gi guru honorer dan tenaga hono-

rer kependidikan.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redak-

si hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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